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ABSTRAK 

 

PERIZINAN PARIWISATA SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN 

DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                 

DI KABUPATEN TANGGAMUS 

 

Oleh 

 

M. ILHAM IBNU ZAQI 

 

Perizinan berusaha berbasis risiko (Risk-Based Approach) melalui sistem 

Online Single Submission (OSS) seharusnya berfungsi sebagai instrumen 

preventif untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas pariwisata. 

Namun, fakta di Kabupaten Tanggamus menunjukkan adanya diskrepansi serius 

antara regulasi dan implementasi, di mana mayoritas destinasi wisata beroperasi 

tanpa memiliki dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL atau SPPL) dan izin 

yang sah, yang berpotensi menyebabkan degradasi ekologis sebagaimana terjadi 

di kawasan wisata Way Bekhak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

implementasi perizinan pariwisata sebagai instrumen pengendalian lingkungan 

hidup serta mengidentifikasi kendala penegakan hukum administrasi terhadap 

usaha pariwisata yang tidak berizin. 

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-

undangan dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta studi 

lapangan melalui wawancara dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, 

serta pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Tanggamus. Analisis data dilakukan 

secara deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan perizinan pariwisata sebagai instrumen 

pengendalian lingkungan hidup di Kabupaten Tanggamus belum efektif. Hal ini 

dibuktikan dengan kepatuhan pelaku usaha yang sangat rendah, hanya 7,7% (4 

dari 52 destinasi wisata) yang memiliki izin lengkap. Ketidakefektifan ini 

disebabkan kendala pada struktur hukum, lemahnya koordinasi antar instansi dan 

minimnya anggaran pengawasan serta budaya hukum, di mana pelaku usaha 

memandang izin hanya sebagai beban administratif dan gagap teknologi terhadap 

sistem OSS. Penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten 

Tanggamus segera membentuk "Satgas Percepatan Perizinan" untuk melakukan 

pendampingan "jemput bola" pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan 

dokumen lingkungan di lokasi wisata, serta menerapkan sanksi administratif 

secara tegas untuk menjamin kepastian hukum dan kelestarian lingkungan. 
 

Kata Kunci: Perizinan Pariwisata, Perlindungan Lingkungan, OSS-RBA, Yuridis 

Empiris. 
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ABSTRACT 

 

TOURISM LICENSING AS AN INSTRUMENT OF ENVIRONMENTAL 

PROTECTION AND CONTROL IN TANGGAMUS REGENCY 

 

By 

M. ILHAM IBNU ZAQI 

Risk-Based Approach (RBA) business licensing through the Online Single 

Submission (OSS) system is intended to function as a preventive instrument to 

mitigate environmental damage caused by tourism activities. However, facts in 

Tanggamus Regency reveal a serious discrepancy between regulation and 

implementation, where the majority of tourism destinations operate without 

possessing environmental documents (AMDAL, UKL-UPL or SPPL) or valid 

permits, potentially causing ecological degradation as occurred in the Way 

Bekhak tourism area. This study aims to analyze the implementation of tourism 

licensing as an instrument of environmental control and to identify obstacles in 

administrative law enforcement against unlicensed tourism businesses. 

This research utilizes an empirical juridical method with statutory and 

sociological approaches. Data was obtained through library research and field 

studies via interviews with the Investment and One-Stop Integrated Service 

Agency (DPMPTSP), the Tourism Office, the Environmental Office, and tourism 

business actors in Tanggamus Regency. Data analysis was conducted using a 

descriptive qualitative method. 

The results indicate that tourism licensing as an instrument of environmental 

control in Tanggamus Regency has not been effective. This is evidenced by the 

very low compliance of business actors, with only 7.7% (4 out of 52 tourism 

destinations) possessing complete permits. This ineffectiveness is attributed to 

obstacles in the legal structure, weak inter-agency coordination, minimal 

supervision budgets, and legal culture, wherein business actors view permits 

merely as administrative burdens and lack technological proficiency regarding 

the OSS system. This study recommends that the Tanggamus Regency Government 

immediately establish a "Licensing Acceleration Task Force" to provide proactive 

assistance (jemput bola) in issuing Business Identification Numbers (NIB) and 

environmental documents at tourism locations, as well as strictly apply 

administrative sanctions to ensure legal certainty and environmental 

sustainability. 
 

Keywords: Tourism Licensing, Environmental Protection, OSS-RBA, Empirical 

Juridical. 
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MOTO 

 

 

"Sekali muda, selamanya bermakna: Hidup untuk Allah, mengabdi untuk 

sesama." 

 

 

 

Kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekadar 

bekerja, kera juga bekerja." 

(Buya Hamka) 

 

 

 

"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” 

(Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk 

mengubah dunia.) 

(Nelson Mandela) 
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1.  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Kabupaten Tanggamus memiliki potensi pariwisata alam yang luar biasa 

sebagai sektor penggerak ekonomi daerah.
1
 Dengan garis pantai sepanjang 202 

km, wilayah ini menawarkan wisata bahari unggulan seperti Teluk Kiluan yang 

terkenal dengan lumba-lumba, hingga wisata alam pegunungan dan situs 

megalitikum Batu Bedil, maka potensi tersebut menjadi fokus penelitian pada 

titik-titik destinasi yang dikelola oleh masyarakat atau swasta.
2
 Namun, pesatnya 

pembangunan pariwisata ini membawa dampak terhadap lingkungan. Peningkatan 

jumlah wisatawan dan pembangunan fasilitas yang tidak terkendali berpotensi 

menimbulkan degradasi lingkungan serius, seperti kerusakan ekosistem, 

pencemaran air, dan alih fungsi lahan yang mengancam keberlanjutan sektor itu 

sendiri.
3
 Oleh karena itu, Tanpa instrumen yang kuat untuk menjaga keberlanjutan 

lingkungan, kemajuan ekonomi yang dicapai dari pariwisata mungkin hanya 

bersifat sementara dan justru merugikan dalam jangka panjang.
4
. Ini sejalan 

dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek 

ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Dalam konteks ini,

                                                 
1
 Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang 

dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus, UU Nomor 2 Tahun 1997, LN No. 2 Tahun 1997, 

TLN No. 3667. 
2
 Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus, Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di 

Kabupaten Tanggamus, BPS Kabupaten Tanggamus, 2024. 
3
  Muhammad Reza, dkk., "Strategy to Development of Ecotourism in Kiluan Bay Lampung," 

Jurnal Biologi Tropis 23, no. 1 (2023): 120. 
4
 Oka A. Yoeti, Ekonomi Pariwisata: Introduksi, Informasi, dan Implementasi, Balai Pustaka, 

Jakarta, 2008, hlm. 120–125. 
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perizinan pariwisata memegang peranan penting sebagai instrumen hukum untuk 

menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
5
  

Dalam kerangka hukum, perizinan berusaha berbasis risiko (Online Single 

Submission Risk Based Approach / OSS-RBA) didesain sebagai instrumen hukum 

preventif utama untuk mengatasi ancaman tersebut. Sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko, dalam implementasinya sistem ini mewajibkan  adanya 

dokumen lingkungan (UKL-UPL atau SPPL) sebagai instrumen pengendali 

dampak di lokasi tersebut.
6
 Secara normatif, perizinan berfungsi sebagai 

gatekeeper (penjaga gerbang) yang memastikan bahwa setiap rencana kegiatan 

pariwisata telah mematuhi standar perlindungan lingkungan sebelum beroperasi. 

Dengan demikian, izin bukan sekadar prosedur administratif, melainkan 

instrumen pengendalian yuridis agar aktivitas ekonomi selaras dengan prinsip 

pembangunan berkelanjutan.
7
 Melalui standar-standar lingkungan dapat 

diterapkan, persyaratan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau 

Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) 

dapat diwajibkan, dan langkah-langkah mitigasi dampak lingkungan dapat 

diintegrasikan dalam setiap proyek pariwisata Di kabupaten Tanggamus.
8
  

Kewenangan pengelolaan pariwisata dan lingkungan hidup berada di tangan 

pemerintah daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pariwisata, dan Dinas 

Lingkungan Hidup,  memiliki peran krusial dalam implementasi perizinan ini.
9
 

Sinergi dan koordinasi antar instansi ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa 

perizinan pariwisata tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga secara 

efektif berfungsi sebagai mekanisme perlindungan dan pengendalian terhadap 

                                                 
5
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lampiran Sektor Pariwisata. 
6
 Widya Karomah, dkk., Implementasi Perizinan Usaha Pariwisata di Kabupaten Kebumen, 

Tahun 2020. 
7
 I Wayan Arthanaya, Pengembangan Pariwisata Berwawasan Pelestarian Lingkungan Hidup, 

Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18, Tahun 2022, hlm. 65–76. 
8
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tahun 2009. 
9
 Peraturan Bupati Tanggamus tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta 

Tata Kerja Perangkat Daerah, Kabupaten Tanggamus, Tahun 2021. 
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kelestarian lingkungan hidup serta keberlanjutan sumber daya alam di Kabupaten 

Tanggamus melalui suatu regulasi dan kebijakan.  

Namun, realitas empiris di Kabupaten Tanggamus menunjukkan diskrepansi 

yang tajam antara harapan normatif dengan fakta di lapangan. Berdasarkan data 

awal, tingkat kepatuhan perizinan pelaku usaha pariwisata sangat rendah. Tercatat 

hanya sekitar 7,7%, yaitu 4 dari 52 destinasi wisata, yang memiliki legalitas 

perizinan lengkap beserta dokumen lingkungan, sehingga penelitian ini 

difokuskan pada destinasi yang memiliki sensitivitas lingkungan tinggi, seperti 

kawasan mata air dan pesisir, untuk menunjukkan urgensi izin sebagai instrumen 

perlindungan. Mayoritas destinasi wisata beroperasi secara de facto tanpa 

legitimasi de jure. Fenomena ini terlihat jelas pada kasus Kawasan Wisata Mata 

Air Way Bekhak, di mana pembangunan fasilitas penunjang (seperti anjungan dan 

toilet) dilakukan secara masif tanpa didasari kajian lingkungan yang memadai, 

sehingga berpotensi mencemari sumber mata air. Kondisi ini mengindikasikan 

bahwa instrumen perizinan OSS-RBA yang seharusnya canggih dan 

mempermudah, justru gagal menjalankan fungsi fundamentalnya sebagai alat 

perlindungan lingkungan di tingkat daerah. Perlindungan lingkungan dalam 

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan 

Hidup (UKL-UPL) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk 

risiko tinggi. Saat ini Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 

merupakan pilar penting dalam sistem perizinan pariwisata di Indonesia, 

penerapan KBLI yang tepat dan konsisten menjadi instrumen penting bagi 

pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus untuk mengendalikan dampak 

lingkungan dari sektor pariwisata.
10

 Efektivitasnya sangat bergantung pada 

pemahaman pelaku usaha dan aparat terkait, serta verifikasi lapangan yang cermat 

untuk memastikan kesesuaian antara KBLI yang dipilih dengan realitas kegiatan 

usaha dan potensi dampaknya terhadap lingkungan.  

Studi-studi terdahulu umumnya terpolarisasi pada dua fokus utama: pertama, 

kajian yang mengevaluasi efektivitas sistem OSS-RBA semata-mata dari sisi 

teknis administratif dan kemudahan investasi; kedua, kajian pariwisata 

berkelanjutan yang bersifat normatif atau konseptual. Terdapat kesenjangan 

                                                 
10

  Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan 

Usaha Indonesia. 
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penelitian (research gap) yang signifikan di mana belum ada penelitian yang 

secara spesifik membedah kegagalan fungsi perizinan digital ini sebagai 

instrumen perlindungan lingkungan di tingkat daerah dengan pendekatan sosio-

legal. Studi yang ada belum menyentuh akar masalah mengapa sistem yang 

canggih secara teknologi justru lumpuh secara sosiologis di lapangan, seperti 

hambatan koordinasi antar-dinas, budaya hukum pelaku usaha yang resisten, serta 

masalah transparansi publik. Padahal, perizinan yang terencana membuka peluang 

untuk mengembangkan sektor wisata di Tanggamus, di mana pembangunan objek 

wisata perlu memperhatikan fasilitas penunjang lainnya. Ketika perizinan sudah 

terimplementasi dengan baik, pemerintah bukan hanya memberikan perlindungan 

dan mengendalikan keaslian lingkungan hidup, akan tetapi dapat 

mengintegrasikan satu destinasi dengan objek wisata lainnya, sehingga industri 

pariwisata di Tanggamus akan mengalami kemajuan pesat.
11

 Sebaliknya, jika 

perizinan pariwisata tidak memadai, hal tersebut dapat berujung pada 

pembangunan infrastruktur pariwisata yang tidak berkelanjutan dan tekanan 

berlebih terhadap kapasitas lingkungan.
12

 

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut 

dengan pendekatan yang berbeda. Melalui metode yuridis empiris, penelitian ini 

tidak hanya mendokumentasikan statistik ketidakpatuhan, tetapi mengintegrasikan 

analisis Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Substansi, Struktur, dan 

Budaya Hukum) dengan Prinsip Good Governance. Pendekatan integratif ini 

digunakan untuk membuktikan bahwa perizinan yang terencana dengan baik jika 

didukung struktur dan budaya hukum yang kuat bukan hanya memberikan 

perlindungan lingkungan, tetapi juga menjadi fondasi bagi kemajuan industri 

pariwisata yang berkelanjutan di Kabupaten Tanggamus. 

 

 

                                                 
11

 Aktieva Tri Tjitrawati, dkk., Legalitas Perizinan Kawasan Wisata sebagai Upaya 

Pengembangan Desa Wisata, Jurnal Legalitas Perizinan Kawasan, Vol. 5, No. 1, Tahun 2022, 

hlm. 1–18. 
12

 Siti Rahma Novikasari dan Aditya Khrisna Murti, Perizinan Usaha Wisata Kawasan Karst 

Gunung Sewu: Diskresi Penataan Ruang dan Ancaman Lingkungan Hidup, Jurnal Hukum dan 

Pembangunan, Vol. 55, No. 2, Tahun 2025. 



5 

 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat mengemukakan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi perizinan pada destinasi pariwisata berbasis 

risiko sebagai instrumen pengendalian lingkungan hidup di Kabupaten 

Tanggamus, dan faktor-faktor apa saja dalam kerangka sistem hukum 

yang menyebabkan ketidakefektifannya? 

2. Bagaimana kendala penegakan hukum administrasi terhadap usaha 

pariwisata yang tidak memiliki izin dan dokumen lingkungan tersebut 

merefleksikan kegagalan dalam penerapan prinsip-prinsip Good 

Governance? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini 

sebagai berikut :  

1. Menganalisis implementasi perizinan pariwisata berbasis risiko sebagai 

instrumen pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten 

Tanggamus serta faktor penyebab ketidakefektifannya menurut Teori 

Sistem Hukum. 

2. Untuk menganalisis kendala penegakan hukum administrasi terhadap 

pelaku usaha pariwisata yang tidak patuh, ditinjau dari perspektif prinsip-

prinsip Good Governance. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

1. Pengembangan Ilmu Hukum Administrasi dan Lingkungan  

Penelitian ini memberikan sumbangan bagi Ilmu Hukum Administrasi 

Negara dan Hukum Lingkungan dengan mendayagunakan Teori Sistem 

Hukum Lawrence M. Friedman.. Fokus utamanya adalah memperkaya 

kajian mengenai efektivitas perizinan yang diposisikan sebagai instrumen 

pengendalian (stuur instrument) dalam paradigma pembangunan 

berkelanjutan. 
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2. Pengisian Kesenjangan Literatur (Gap of Knowledge)  

Penelitian ini bermanfaat untuk mengisi kesenjangan literatur terkait 

penerapan Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman dan prinsip-

prinsip Good Governance. Hal ini khususnya diterapkan dalam analisis 

kebijakan perizinan pariwisata pada tingkat daerah otonom, guna 

memahami interaksi antara regulasi, kinerja aparat, dan budaya hukum 

masyarakat. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Tanggamus 

Sebagai bahan evaluasi yuridis dan sosiologis bagi DPMPTSP, Dinas 

Pariwisata, dan Dinas Lingkungan Hidup untuk merumuskan strategi 

pengawasan yang lebih efektif dan sistem "jemput bola" dalam perizinan. 

2. Bagi Pelaku Usaha Pariwisata 

Memberikan pemahaman hukum mengenai urgensi dokumen lingkungan 

(AMDAL, UKL-UPL atau SPPL) bukan sekadar sebagai formalitas, tetapi 

sebagai jaminan keberlanjutan usaha jangka panjang. 

3. Bagi Masyarakat 

Meningkatkan kesadaran akan hak partisipasi dalam mengawasi dampak 

lingkungan dari aktivitas pariwisata di sekitarnya. 
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2. BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pengertian Perizinan 

Menurut KBBI, izin adalah pernyataan mengabulkan persetujuan, sedangkan 

perizinan adalah instrumen hukum yang digunakan oleh pemerintah untuk 

mengatur aktivitas masyarakat atau badan usaha yang memiliki dampak terhadap 

kepentingan umum, seperti lingkungan hidup, ketertiban umum, dan Kesehatan.
13

 

Menurut Tjitrawati, izin usaha pariwisata adalah keputusan tertulis yang 

dikeluarkan oleh pejabat berwenang dalam lingkup hukum administrasi negara 

yang memberikan hak atau pengecualian kepada seseorang atau badan hukum 

untuk melakukan suatu kegiatan tertentu.
14

  

Dalam konteks kepariwisataan, perizinan mencakup berbagai bentuk seperti 

Izin usata pariwisata atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Persertujuan 

Bangunan Gedung (PBG) untuk fasilitas penunjang dilokasi wisata, serta izin 

lingkungan yang perlu untuk melibatkan masyarakat sekitar lokasi wisata.
15

 

Perizinan ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas pariwisata dilakukan 

sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak merusak lingkungan. Penting untuk 

diperhatikan, pembukaan lokasi wisata ini diwajibkan untuk mengedepankan 

kelesatrain dan perlindungan bagi alam.
16

 
 

2.1.1. Perizinan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara 

Perizinan adalah instrumen hukum administratif yang diberikan oleh pejabat 

berwenang kepada individu/badan hukum untuk melakukan suatu kegiatan yang 

                                                 
13

 Ardiansyah, Hukum Perizinan, ed. M. Rafi, Deepublish, Yogyakarta, 2023. 
14

 Aktieva Tri Tjitrawati, dkk., Legalitas Perizinan Kawasan Wisata sebagai Upaya 

Pengembangan Desa Wisata, Jurnal Legalitas Perizinan Kawasan, Vol. 5, No. 1, Tahun 2022. 
15

 Haris Budiman, dkk., Tourism Law Enforcement in Regional Spatial Planning and Licensing 

Perspectives, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 30, No. 1, Tahun 2023, hlm. 1–10. 
16

 Muhamad Syaiful Dahlan, Business Licensing Policy of Tourism Services Concerning Lampung 

Province Coastal Area’s Protection, Administrative and Environmental Law Review, Vol. 2, No. 

1, Tahun 2021, hlm. 31–42. 
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pada dasarnya dilarang, kecuali telah mendapatkan izin.  Dalam konteks hukum 

administrasi negara, izin merupakan bentuk keputusan tata usaha negara (KTUN) 

yang bersifat individual, konkret, dan final. Izin memuat syarat-syarat hukum 

yang harus dipenuhi dan menjadi alat kontrol negara atas aktivitas masyarakat 

guna menjaga kepentingan umum termasuk perlindungan lingkungan hidup. Izin 

merupakan instrumen preventif dari administrasi negara untuk mengatur dan 

membatasi kegiatan warga negara yang berdampak pada kepentingan public.
17

 

Perizinan adalah pemberian legalitas atau izin oleh pemerintah atau badan 

administratif kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan 

tertentu yang diatur oleh hukum. Perizinan ini berfungsi sebagai alat kontrol dan 

pengawasan pemerintah terhadap kegiatan masyarakat, terutama yang dapat 

menimbulkan dampak publik.  

Pemberian izin tidak bersifat mutlak dan sewaktu-waktu dapat dicabut apabila 

tidak memenuhi syarat atau menimbulkan kerugian publik. Dalam hukum 

administrasi modern, perizinan tidak lagi dipandang sekadar administratif, 

melainkan sebagai alat kebijakan (policy instrument) dalam mengatur 

pembangunan yang berkelanjutan. 

 

2.1.2. Analisis Perizinan Pariwisata 

Hukum Administrasi Negara menyediakan kerangka hukum yang mengatur 

bagaimana pemerintah menggunakan wewenangnya dalam proses perizinan 

pariwisata, termasuk batasan dan konsekuensi pelanggaran.
18

 

1. Kewenangan Diskresi Pemerintah dalam Pemberian Izin  

Kewenangan diskresi adalah kebebasan yang diberikan kepada pejabat 

administrasi negara untuk bertindak atau tidak bertindak, atau memilih 

salah satu dari beberapa pilihan tindakan, dalam situasi yang tidak diatur 

secara rigid oleh undang-undang. Dalam perizinan pariwisata, diskresi ini 

sering muncul dalam: 

 

                                                 
17

 Eny Suastuti et al., Reconstruction of The Policy License for Tourism Businesses: Challenge and 

Opportunity for Social Welfare, Jurnal Ilmiah 12, no. 1 (2024): hlm. 82–103. 
18

  Dina Susiani, Hukum Perizinan, ed. Tahta Media (Yogyakarta: Tahta Media Group, 2025), hlm. 
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a. Penilaian Kelayakan Lingkungan 

Meskipun ada pedoman AMDAL/UKL-UPL, Komisi Penilai 

AMDAL atau pejabat pemberi izin lingkungan memiliki diskresi 

untuk menilai apakah suatu proyek pariwisata secara substansial 

layak secara lingkungan, terutama dalam kasus-kasus kompleks atau 

belum ada standar baku yang spesifik. Mereka bisa saja menolak izin 

jika dampak yang diantisipasi terlalu besar dan tidak bisa dimitigasi 

secara efektif.
19

 

b. Penetapan Syarat Khusus 

Pejabat dapat menambahkan syarat-syarat spesifik dalam izin 

lingkungan atau izin usaha pariwisata yang disesuaikan dengan 

kondisi unik lokasi atau jenis kegiatan, demi perlindungan 

lingkungan yang lebih optimal. Misalnya, kewajiban penyediaan 

fasilitas pengolahan air limbah dengan standar tertentu atau 

pembatasan jumlah pengunjung harian di suatu destinasi ekowisata. 

c. Keputusan Prioritas 

Dalam kondisi tertentu, pemerintah mungkin memiliki diskresi untuk 

memprioritaskan jenis-jenis pengembangan pariwisata tertentu yang 

dianggap lebih berkelanjutan atau memiliki dampak ekonomi lebih 

besar. Penting untuk dicatat bahwa diskresi ini tidak boleh 

sewenang-wenang. Batasan-batasannya adalah: 

a) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

Keputusan diskresioner tidak boleh melanggar UU Pariwisata, 

UUPPLH, PP terkait, atau peraturan daerah yang berlaku. 

b) Pejabat harus bertindak dalam batas-batas kewenangan yang 

diberikan kepadanya oleh undang-undang. 

c) Penggunaan diskresi harus murni untuk kepentingan umum, 

bukan untuk keuntungan pribadi, kelompok, atau tujuan lain di 

luar kewenangan. Misalnya, menolak izin karena alasan pribadi, 

bukan karena alasan lingkungan yang sah. 

                                                 
19

 Satria Sukananda and Danang Adi Nugraha, “Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan 

( AMDAL ) Sebagai Kontrol Dampak Terhadap Lingkungan Di Indonesia” 1, no. 2 (2020): 119–

37, https://doi.org/10.18196/jphk.1207. 
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d) Setiap penggunaan diskresi harus didasarkan pada AUPB seperti 

asas kecermatan, asas proporsionalitas, asas tidak sewenang-

wenang, dan asas keadilan. Pelanggaran terhadap AUPB dapat 

menjadi dasar pembatalan keputusan di Pengadilan Tata Usaha 

Negara (PTUN). 

e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan secara eksplisit mengatur penggunaan diskresi, 

termasuk batasan dan konsekuensinya. 

2. Mekanisme pengawasan dan penegakan hukum administratif terhadap 

pelanggaran perizinan yang berdampak pada lingkungan: Setelah izin 

diterbitkan, hukum administrasi negara menyediakan instrumen untuk 

memastikan kepatuhan dan menindak pelanggaran.
20

 

a. Pengawasan 

1) Inspeksi dan Monitoring Rutin 

Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pariwisata di Kabupaten 

Tanggamus bertanggung jawab melakukan inspeksi berkala ke 

lokasi-lokasi usaha pariwisata untuk memverifikasi kepatuhan 

terhadap persyaratan izin lingkungan dan operasional. Ini termasuk 

pemeriksaan sistem pengolahan limbah, pengelolaan sampah, serta 

dampak terhadap ekosistem sekitar. 

2) Pelaporan Mandiri 

Pemegang izin wajib melaporkan secara berkala kegiatan 

pengelolaan dan pemantauan lingkungan mereka kepada instansi 

terkait. 

3) Aduan Masyarakat 

Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pengaduan jika 

melihat atau merasakan adanya pelanggaran lingkungan oleh 

pelaku usaha pariwisata. Pemerintah wajib menindaklanjuti aduan 

ini. 

 

 

                                                 
20

 M. Guntur Hamzah, Hukum Administrasi Negara, ed. PT RajaGrafindo Persada (Depok: 
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b. Penegakan Hukum Administrasi 

Jika ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan perizinan yang 

berdampak pada lingkungan, pemerintah memiliki kewenangan untuk 

menjatuhkan sanksi administratif secara berjenjang, sesuai dengan 

Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 76-83) dan Peraturan 

Pemerintah  nomor 22 tahun 2021.
21

 

1) Teguran Tertulis 

Sanksi paling ringan untuk pelanggaran minor atau pertama kali. 

2) Paksaan Pemerintah 

Tindakan langsung untuk menghentikan pelanggaran atau 

memulihkan kondisi lingkungan. Contohnya, memerintahkan 

penghentian pembuangan limbah ilegal atau membersihkan area 

yang tercemar. 

3) Pembekuan Izin Lingkungan 

Menunda operasional kegiatan pariwisata untuk sementara waktu 

hingga pelanggaran diperbaiki. 

4) Pencabutan Izin Lingkungan 

Sanksi terberat yang berarti izin dicabut dan kegiatan pariwisata 

tidak boleh lagi beroperasi secara legal. 

5) Denda Administratif: Kewajiban pembayaran sejumlah uang 

sebagai konsekuensi pelanggaran. 

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Good Governance dan 

memanfaatkan instrumen Hukum Administrasi Negara secara optimal, Pemerintah 

Kabupaten Tanggamus dapat memastikan bahwa pengembangan pariwisatanya 

berjalan selaras dengan upaya perlindungan lingkungan, sehingga potensi alam 

yang luar biasa dapat lestari untuk generasi mendatang. 

 

2.1.3. Perizinan Pariwisata dan Regulasi Terkait 

Perizinan di bidang pariwisata diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang menyatakan bahwa usaha pariwisata 

                                                 
21
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wajib memenuhi standar usaha dan memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata 

(TDUP). Selain itu, sistem perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur 

dalam PP Nomor 28 Tahun 2025 juga mengatur bahwa usaha pariwisata harus 

diklasifikasikan sesuai tingkat risikonya, yang kemudian menentukan dokumen 

lingkungan yang diperlukan (Amdal, UKL-UPL, atau SPPL).
22

  

Pengajuan izin dilakukan melalui sistem Online Single Submission Risk-

Based Approach (OSS RBA), dan pemerintah daerah memiliki wewenang untuk 

pengawasan serta pembinaan pelaksanaan izin. Di sinilah pentingnya pemerintah 

daerah memastikan bahwa aspek lingkungan benar-benar dipertimbangkan dalam 

setiap tahap perizinan usaha pariwisata. Sistem Online Single Submission Risk-

Based Approach (OSS RBA) dirancang sebagai platform terpadu untuk perizinan 

berusaha di Indonesia, dengan fokus pada penilaian risiko. Dalam teori idealnya, 

sistem ini seharusnya menjadi penghubung yang efektif untuk mengintegrasikan 

aspek lingkungan, memastikan perlindungan lingkungan sejak dini tanpa 

menghambat investasi. Klasifikasi Risiko Usaha dan Penentuan Dokumen 

Lingkungan Otomatis: Pada saat pelaku usaha mengajukan perizinan melalui OSS 

RBA, sistem akan meminta input mengenai Kode Klasifikasi Baku Lapangan 

Usaha Indonesia (KBLI) dan detail kegiatan usaha (misalnya, skala, kapasitas 

produksi, lokasi, dan jenis bahan baku/limbah). Berdasarkan data ini, sistem 

seharusnya secara otomatis mengklasifikasikan tingkat risiko usaha menjadi: 

a. Risiko Rendah 

Biasanya membutuhkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan 

Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Ini adalah pernyataan sederhana 

bahwa pelaku usaha bersedia mematuhi standar lingkungan yang berlaku. 

b. Risiko Menengah (Rendah/Tinggi) 

Membutuhkan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya 

Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Dokumen ini lebih detail 

dari SPPL, mencakup identifikasi dampak potensial dan rencana 

pengelolaan/pemantauan. 
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c. Risiko Tinggi 

Wajib menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). 

AMDAL adalah kajian komprehensif tentang dampak penting suatu 

rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan terhadap lingkungan 

hidup, serta alternatif solusi untuk meminimalkan dampak tersebut. 

Jenis pariwisata sangat beragam, masing-masing jenis memiliki potensi dan 

dampak lingkungan yang berbeda, sehingga memerlukan pengaturan perizinan 

yang sesuai. Dalam konteks klasifikasi usaha, khususnya objek wisata air terjun, 

merujuk pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) merupakan hal 

yang esensial untuk menentukan jenis perizinan dan persyaratan lingkungan yang 

relevan. Objek wisata alam seperti air terjun umumnya dapat dikategorikan dalam 

KBLI yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas dan layanan wisata alam. 

Misalnya, KBLI 93221 untuk "Pemandian Alam" dapat mencakup suatu usaha 

yang menyediakan tempat dan fasilitas umum untuk mandi yang memanfaatkan 

alam sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa 

pelayanan man dan minum serta akomodasi. Kegiatan pengelolaan objek wisata 

alam, termasuk air terjun, yang menyediakan fasilitas rekreasi tanpa aktivitas 

olahraga yang spesifik, klasifikasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap 

usaha pariwisata memiliki izin yang tepat dan mematuhi regulasi lingkungan yang 

berlaku, seperti yang diatur dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS 

RBA) yang mengklasifikasikan usaha sesuai tingkat risikonya dan menentukan 

dokumen lingkungan yang diperlukan. 

Fungsi preventif perizinan ini memiliki beberapa dimensi penting: 

a. Identifikasi dan Asesmen Risiko Dini 

Sebelum izin dikeluarkan, pemohon (pelaku kegiatan) diwajibkan untuk 

melakukan kajian mendalam tentang potensi dampak lingkungan dari 

kegiatannya. Contoh paling nyata adalah Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan 

Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Melalui kajian ini, 

pemerintah dapat mengidentifikasi risiko-risiko lingkungan yang 

mungkin terjadi, seperti pencemaran air, udara, tanah, kerusakan 
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ekosistem, atau perubahan bentang alam. Ini memungkinkan pemerintah 

untuk menilai kelayakan lingkungan suatu proyek sejak awal. 

b. Penanaman Prinsip Kehati-hatian (Precautionary Principle) 

Perizinan mewujudkan prinsip kehati-hatian, yang menyatakan bahwa 

jika ada ancaman kerusakan serius atau tidak dapat dipulihkan terhadap 

lingkungan, kurangnya kepastian ilmiah penuh tidak boleh digunakan 

sebagai alasan untuk menunda langkah-langkah yang efektif secara biaya 

untuk mencegah degradasi lingkungan. Dalam konteks perizinan, ini 

berarti jika ada keraguan signifikan mengenai dampak lingkungan, izin 

mungkin tidak diberikan atau diberikan dengan syarat yang sangat ketat, 

sampai risiko tersebut dapat dikelola atau dihilangkan. 

c. Penetapan Persyaratan dan Standar Perlindungan Lingkungan 

Izin tidak hanya memberikan lampu hijau untuk beroperasi, tetapi juga 

memuat serangkaian persyaratan dan standar yang harus dipenuhi oleh 

pemohon. Persyaratan ini mencakup batas ambang emisi limbah, metode 

pengelolaan sampah, teknologi mitigasi dampak, rencana rehabilitasi, 

hingga kewajiban pelaporan berkala. Dengan menetapkan standar ini di 

awal, pemerintah memastikan bahwa kegiatan tersebut dirancang dan 

dilaksanakan dengan mempertimbangkan perlindungan lingkungan 

secara fundamental. 

d. Pengendalian Lokasi dan Skala Kegiatan 

Melalui perizinan, pemerintah memiliki kontrol atas di mana dan 

seberapa besar suatu kegiatan dapat dilakukan. Misalnya, pembangunan 

di kawasan lindung, sempadan sungai, atau area resapan air mungkin 

tidak akan diizinkan sama sekali, atau hanya diizinkan dengan batasan 

sangat ketat. Ini adalah bentuk pencegahan yang sangat efektif untuk 

melindungi area-area sensitif dari kerusakan. 

e. Pengembangan Alternatif dan Mitigasi Dampak:  

Proses perizinan seringkali mendorong pemohon untuk 

mempertimbangkan alternatif lokasi atau desain kegiatan yang lebih 

ramah lingkungan. Jika dampak negatif tidak dapat dihindari 

sepenuhnya, izin akan mensyaratkan langkah-langkah mitigasi yang 
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jelas, seperti penanaman kembali hutan yang ditebang, pembangunan 

instalasi pengolahan limbah, atau kompensasi ekologis. Ini memastikan 

bahwa dampak yang tak terhindarkan dikelola seminimal mungkin.
23

 

 

2.1.4. Tantangan Implementasi 

Tantangan Implementasi OSS-RBA di Tingkat Daerah Meskipun secara 

normatif OSS-RBA dirancang untuk mempermudah investasi dan 

mengintegrasikan aspek lingkungan, literatur dan kajian kebijakan menunjukkan 

adanya tantangan signifikan dalam implementasinya, terutama di daerah. 

1. Hambatan Teknis dan Digital Divide 

Ketergantungan pada sistem terpusat seringkali terkendala oleh stabilitas 

server dan infrastruktur digital di daerah. Selain itu, belum meratanya 

literasi digital pelaku usaha mikro menyebabkan kesulitan dalam 

penginputan data yang akurat. 

2. Kelemahan Verifikasi (Self-Assessment) 

Sistem berbasis risiko sangat mengandalkan kejujuran pelaku usaha 

dalam self-assessment saat mendaftar. Tanpa verifikasi faktual yang ketat 

dari dinas teknis daerah, sering terjadi downgrading risiko (misalnya, 

usaha risiko tinggi didaftarkan sebagai risiko rendah) untuk menghindari 

kewajiban dokumen lingkungan yang kompleks seperti AMDAL/UKL-

UPL. 

3. Disparitas Data Tata Ruang 

Ketidaksinkronan antara Peta Digital Tata Ruang (RDTR) di sistem OSS 

dengan kondisi riil di lapangan sering menimbulkan konflik perizinan, 

khususnya di kawasan lindung atau sempadan sungai yang kerap menjadi 

lokasi wisata alam. 

 

Tinjauan kritis ini menjadi pisau analisis untuk melihat apakah kendala 

serupa terjadi di Kabupaten Tanggamus, yang pada akhirnya memengaruhi 

efektivitas perlindungan lingkungan. 
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2.2. Pengertian Pariwisata 

Pariwisata berasal dari kata wisata yang berarti berpergian Bersama-sama,
24

 

pariwisata merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi, bisnis, 

atau tujuan lainnya, di luar lingkungan tempat tinggalnya. Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mendefinisikan pariwisata sebagai 

berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan 

yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
25

 

Jenis pariwisata sangat beragam, antara lain ekowisata, wisata budaya, wisata 

bahari, hingga wisata petualangan. Masing-masing jenis memiliki potensi dan 

dampak lingkungan yang berbeda, sehingga memerlukan pengaturan perizinan 

yang sesuai. 

Konsep pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism) menekankan bahwa 

pengembangan sektor ini harus memperhatikan dampak sosial, ekonomi, dan 

ekologis. Tidak hanya menciptakan manfaat ekonomi, tetapi juga harus menjaga 

keutuhan lingkungan alam dan budaya lokal.
26

 Oleh karena itu, kegiatan 

pariwisata harus dirancang dengan prinsip kehati-hatian, termasuk dalam proses 

perizinan. Destinasi wisata yang tidak dikelola secara berkelanjutan akan berujung 

pada eksploitasi sumber daya, penurunan kualitas lingkungan, dan konflik sosial. 

Dalam konteks inilah, perizinan menjadi alat penting untuk memastikan aktivitas 

pariwisata selaras dengan prinsip pelestarian.
27

 

 

Pembangunan pariwisata tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan 

ekonomi semata. UNEP dan WTO (World Tourism Organization) mendefinisikan 

pariwisata berkelanjutan sebagai pariwisata yang memperhitungkan sepenuhnya 

dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini dan masa depan, menangani 

kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan, dan masyarakat tuan rumah.
28
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Konsep ini didukung oleh Butler yang menekankan pentingnya siklus hidup 

destinasi wisata (Tourism Area Life Cycle), di mana tanpa pengendalian daya 

dukung (carrying capacity), suatu destinasi akan mengalami degradasi dan 

ditinggalkan wisatawan.
29

 Pembangunan pariwisata menegaskan bahwa 

keberlanjutan pariwisata harus berdiri di atas tiga pilar utama: 

1. Dimensi Lingkungan (Environmental Dimension) 

Dimensi ini mensyaratkan penggunaan sumber daya lingkungan secara 

optimal yang merupakan elemen kunci pengembangan pariwisata. Dalam 

konteks hukum, dimensi ini diimplementasikan melalui instrumen 

perizinan lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL). Menurut Bramwell, 

perlindungan ini mutlak diperlukan untuk menjaga proses ekologis 

esensial dan membantu melestarikan warisan alam dan keanekaragaman 

hayati. 

2. Dimensi Sosial-Budaya (Socio-Cultural Dimension) 

Pariwisata harus menghormati keaslian sosial budaya masyarakat tuan 

rumah. Hal ini mencakup pelestarian warisan budaya hidup dan nilai-

nilai tradisional, serta pencegahan konflik sosial akibat kesenjangan 

ekonomi. Partisipasi masyarakat lokal (community participation) dalam 

proses perizinan menjadi indikator utama dalam dimensi ini. 

3. Dimensi Ekonomi (Economic Dimension) 

Memastikan operasi ekonomi jangka panjang yang layak, memberikan 

manfaat sosial-ekonomi kepada semua pemangku kepentingan yang 

didistribusikan secara adil, termasuk peluang kerja yang stabil dan 

pengentasan kemiskinan bagi masyarakat lokal di sekitar objek wisata. 

 

2.3. Pengertian Instrumen 

Secara etimologis, instrumen berarti alat atau sarana. Namun, dalam ilmu 

kebijakan publik dan hukum administrasi negara, konsep instrumen memiliki 

makna yang lebih strategis. Perizinan diklasifikasikan sebagai instrumen regulatif 

(stick) atau instrumen otoritatif. Berbeda dengan instrumen ekonomi (seperti 

pajak lingkungan) atau instrumen informatif (sosialisasi), instrumen regulatif 
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seperti perizinan bekerja melalui mekanisme pemaksaan hukum yang dilegitimasi 

oleh Negara.30 

Perizinan berfungsi sebagai gatekeeper (penjaga gerbang) preventif. Teori 

instrumen kebijakan menegaskan bahwa efektivitas perizinan tidak hanya 

bergantung pada adanya aturan, tetapi pada kapasitas penegakannya (enforcement 

capacity). Kelebihan instrumen perizinan adalah kepastian hukum yang 

ditawarkannya, negara menetapkan standar baku yang wajib dipatuhi sebelum 

aktivitas dimulai. Namun, kelemahannya terletak pada kekakuan (rigiditas) dan 

ketergantungannya yang tinggi pada pengawasan rutin. Jika pengawasan lemah, 

maka fungsi preventif perizinan akan lumpuh, menjadikannya sekadar dokumen 

administratif tanpa dampak ekologis nyata. Oleh karena itu, dalam konteks 

perlindungan lingkungan, perizinan harus dipandang sebagai mekanisme 

pengendalian dini untuk mencegah eksternalitas negatif dari aktivitas pariwisata. 

 

2.4. Pengertian Lingkungan Hidup dan Perlindungan 

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan 

mempengaruhi kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, 

keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan parilakunya, yang 

memengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk 

hidup lainnya.
31

 Dalam hukum lingkungan Indonesia, prinsip kehati-hatian, 

prinsip pencegahan, dan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dalam 

pengelolaan lingkungan.
32

 

Perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup menjadi keharusan dalam 

setiap aktivitas pembangunan, termasuk dalam pembangunan pariwisata.
33

 Hal ini 

sejalan dengan amanat Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentangb 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengendalian 

                                                 
30

 Sigit Sapto Nugroho dan Anik Tri Haryani, Hukum Perizinan Berbasis Online Single 

Submission, ed. Sarjiyati, IKAPI, Jawa Tengah, 2021. 
31

 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
32

 Satria Sukananda dan Danang Adi Nugraha, Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan 

(AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia, Jurnal Hukum dan 

Kebijakan, Vol. 1, No. 2, Tahun 2020, hlm. 119–137. 
33

 Hafida Istigfarini et al., Dinamika Perizinan Lingkungan Dan Peran Akses Informasi Publik 

Studi Kasus : Situs Web Resmi Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, no. 3 (2025): hlm. 50. 
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lingkungan hidup adalah bagian dari prinsip pembangunan berkelanjutan, yang 

mengedepankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan 

pelestarian lingkungan. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menyebutkan bahwa setiap kegiatan 

usaha wajib memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
34

 

 

2.5. Paradigma Perizinan dalam Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan 

Pariwisata, Lingkungan Hidup, dan Perizinan bukanlah objek yang terpisah, 

melainkan membentuk satu kesatuan segitiga dalam paradigma Pembangunan 

Berkelanjutan (Sustainable Development). 

1. Pariwisata berperan sebagai sektor penggerak ekonomi. 

2. Lingkungan Hidup berperan sebagai aset dasar (daya dukung) yang harus 

dijaga kelestariannya. 

3. Perizinan berperan sebagai jembatan instrumental yang menyeimbangkan 

keduanya. 

Perizinan yang efektif memastikan bahwa motif ekonomi pariwisata tidak 

melampaui daya dukung lingkungan. Jika fungsi perizinan ini gagal (misalnya 

karena lemahnya penegakan hukum atau budaya hukum yang rendah), maka 

keseimbangan akan runtuh, menyebabkan degradasi lingkungan yang pada 

akhirnya juga mematikan potensi pariwisata itu sendiri. Kerangka berpikir ini 

sejalan dengan amanat Pasal 65 UU No. 32 Tahun 2009 dan prinsip pariwisata 

berkelanjutan yang menekankan pada keberlanjutan ekologis jangka panjang. 

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, izin menempati posisi sentral 

sebagai instrumen yuridis pemerintah. Ridwan HR mengemukakan bahwa izin 

adalah suatu perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang 

mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan prosedur dan 

persyaratan tertentu.
35

 Izin pada hakikatnya merupakan pengendali, karena ia 

berfungsi sebagai ujung tombak instrumen hukum (stuur instrument) untuk 

mengarahkan aktivitas warga negara agar sesuai dengan rencana pemerintah. 

                                                 
34

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tahun 2009. 
35

 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 152. 



20 

 

 

 

 

Perizinan memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi preventif dan fungsi 

represif. Fungsi preventif perizinan bertujuan untuk mencegah terjadinya hal-hal 

yang tidak diinginkan dengan cara menetapkan batasan-batasan dan syarat-syarat 

dalam izin sebelum suatu kegiatan dilaksanakan. Sedangkan fungsi represif 

berkaitan dengan penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap syarat-

syarat yang telah ditetapkan dalam izin tersebut.
 36

 Dalam konteks lingkungan 

hidup, fungsi preventif ini mewujud dalam persyaratan dokumen lingkungan 

(AMDAL/UKL-UPL) sebelum izin diterbitkan yang disesuaikan dengan 

instrument perizinan. 

Instrumen perizinan dalam negara hukum modern dapat diklasifikasikan ke 

dalam beberapa bentuk, antara lain Izin (Vergunning), yaitu persetujuan untuk 

melakukan tindakan yang pada prinsipnya dilarang.
37

 

Namun, dalam era deregulasi saat ini, implementasi instrumen perizinan 

mengalami pergeseran paradigma melalui sistem Online Single Submission Risk 

Based Approach (OSS-RBA). Kendati bertujuan memangkas birokrasi, sistem ini 

menghadapi kendala teknis dan normatif. Kendala normatif utamanya adalah 

pergeseran dari license-based (berbasis izin ketat) menjadi risk-based (berbasis 

risiko) yang sangat bergantung pada self-assessment (penilaian mandiri) pelaku 

usaha. Tanpa verifikasi faktual yang ketat, mekanisme ini berpotensi menjadi 

celah hukum (loopholes) bagi degradasi lingkungan karena pelaku usaha 

cenderung menurunkan tingkat risiko usahanya demi menghindari kewajiban 

dokumen lingkungan yang kompleks. 

 

2.6. Penegakan Hukum (Law Enforcement) 

inti dari penegakan hukum terletak pada upaya penyelarasan antara nilai-nilai 

yang terkaidah dalam norma hukum (das sollen) dengan perilaku nyata manusia 

dalam pergaulan hidup (das sein). Penegakan hukum bukan sekadar proses 

mekanis penerapan pasal, melainkan proses sosiologis untuk menjadikan hukum 

tegak dan berfungsi secara nyata di masyarakat.
38

 

                                                 
36

 Philipus M. Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 2011), hlm. 245. 
37

  N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, (Surabaya: Yuridika, 1993), 

hlm. 12. 
38

  Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cet. 8 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 185.. 
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Dalam konteks Hukum Administrasi Negara, penegakan hukum memiliki 

karakteristik yang khas karena tidak hanya berorientasi pada aspek represif 

(pemberian sanksi), tetapi lebih menitikberatkan pada aspek preventif 

(pencegahan). Instrumen perizinan, seperti Online Single Submission Risk Based 

Approach (OSS-RBA), pada dasarnya adalah bentuk penegakan hukum preventif 

untuk mengendalikan aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan. 

Relevansi teori ini dalam penelitian adalah untuk menganalisis bagaimana 

Pemerintah Kabupaten Tanggamus menjalankan fungsinya, baik dalam tahap 

pengawasan (overseeing) terhadap kepatuhan izin usaha pariwisata, maupun 

dalam penerapan sanksi administratif (administrative sanction) ketika terjadi 

pelanggaran. Penegakan hukum yang efektif mensyaratkan adanya konsistensi 

aparat dalam menerapkan instrumen paksaan pemerintah (bestuursdwang) guna 

memulihkan keadaan lingkungan yang terganggu. 

 

2.7. Efektivitas Hukum 

Problematika rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha pariwisata di 

Kabupaten Tanggamus yang tercatat hanya mencapai angka 7,7% % (4 dari 52 

destinasi wisata), penelitian ini mendayagunakan Teori Sistem Hukum (Legal 

System Theory) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Analisis ini 

digunakan untuk menguji apakah ketidakefektifan hukum tersebut disebabkan 

oleh kelemahan pada materi peraturan, kinerja aparatur, atau justru resistensi dari 

masyarakat itu sendiri.
39

 

Friedman menguraikan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat ditentukan 

oleh tiga komponen fundamental yang saling berkelindan, yaitu: 

1. Substansi Hukum (Legal Substance)  

Komponen berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-

undangan (norma substantif). Dalam penelitian ini, analisis akan 

difokuskan pada validitas dan kejelasan regulasi terkait perizinan 

berbasis risiko dan perlindungan lingkungan. Apakah regulasi yang ada 

di tingkat pusat maupun daerah (Perda Kabupaten Tanggamus) sudah 

                                                 
39

 Naufal Akbar Kusuma Hadi, "Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi 

Hukum," Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi 10, no. 2 (2022): 228. 
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cukup jelas, tidak tumpang tindih (overlapping), serta memiliki 

instrumen sanksi yang aplikatif untuk diterapkan. 

2. Struktur Hukum (Legal Structure)  

Aspek ini menyangkut kerangka kelembagaan dan aparatur penegak 

hukum yang berwenang menerapkan hukum. Efektivitas penegakan 

hukum sangat bergantung pada kapasitas Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Lingkungan 

Hidup (DLH) Kabupaten Tanggamus. Indikator analisis meliputi 

ketersediaan sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana pengawasan, 

serta alokasi anggaran operasional yang memadai untuk melakukan 

inspeksi lapangan. 

3. Budaya Hukum (Legal Culture)  

Komponen ini merefleksikan nilai, sikap, dan persepsi masyarakat 

terhadap hukum. Dalam konteks ini, budaya hukum pelaku usaha 

pariwisata menjadi variabel krusial. Rendahnya kepatuhan (7,7%) dapat 

diindikasikan sebagai akibat dari minimnya kesadaran hukum (legal 

awareness) atau adanya persepsi bahwa perizinan lingkungan hanyalah 

formalitas administratif yang menghambat investasi, bukan sebagai 

kebutuhan untuk keberlanjutan ekologis. 

 

Untuk menganalisis efektivitas hukum perizinan pariwisata, penelitian ini 

mendasarkan pada Teori Sistem Hukum (Legal System Theory) yang 

dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Friedman dalam bukunya The Legal 

System: A Social Science Perspective, membedah hukum ke dalam tiga komponen 

yang saling berinteraksi: 

1. Struktur Hukum (Legal Structure) 

Merupakan kerangka institusional dari sistem hukum, mencakup struktur 

kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga birokrasi perizinan (DPMPTSP 

dan Dinas Teknis). Struktur ini ibarat mesin yang menggerakkan hukum. 

2. Substansi Hukum (Legal Substance) 
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Mencakup aturan, norma, dan perilaku nyata manusia yang berada dalam 

sistem. Ini adalah "produk" yang dihasilkan oleh mesin, termasuk materi 

muatan peraturan perundang-undangan. 

3. Budaya Hukum (Legal Culture) 

Merupakan elemen sikap, nilai, dan opini masyarakat terhadap hukum. 

Friedman menekankan bahwa budaya hukum adalah "bensin" yang 

menggerakkan motor keadilan; tanpa budaya hukum yang positif, struktur 

dan substansi hukum akan diam di tempat (inert). 

 

2.8. Penelitian Terdahulu 

Sebagai dasar penyusunan kerangka pemikiran, penelitian ini mengacu pada 

beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang 

dibahas pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti & Judul 
Fokus & 

Metode 

Temuan 

Utama 

Perbedaan dengan 

Penelitian Ini 

1 

Novitasari & 

Wijaya (2024): 

Efektivitas 

Program Perizinan 

Berusaha Berbasis 

Risiko (OSS-

RBA) di Dinas 

Penanaman Modal 

dan Pelayanan 

Terpadu Satu 

Pintu (DPMPTSP) 

Kabupaten 

Gianyar 
40

 

Teknis 

Implementasi 

Sistem 

(Kualitatif 

Deskriptif) 

OSS-RBA 

terkendala 

server error 

dan SOP 

verifikasi. 

Penelitian ini fokus 

pada aspek teknis 

administratif, 

sedangkan penelitian 

saya fokus pada 

korelasi perizinan 

dengan dampak 

lingkungan. 

2 

Karomah & 

Hidayat (2020): 

Implementasi 

Perizinan Usaha 

Pariwisata di 

Kabupaten 

Kebumen 
41

 

Yuridis 

Empiris (Era 

Pra-OSS 

Penuh) 

Prosedur baik 

namun lemah 

penegakan 

hukum dan 

biaya tinggi. 

Penelitian ini 

dilakukan sebelum 

OSS-RBA berlaku 

penuh. Penelitian 

saya mengkaji rezim 

hukum terbaru 

(OSS-RBA). 

                                                 
40

 Ni Komang Ayu Novitasari dan Komang Adi Sastra Wijaya, Efektivitas Program Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA) di DPMPTSP Kabupaten Gianyar berdasarkan Perspektif 

Keberhasilan Program dan Sasaran, Jurnal Humaniora Multidisipliner (JHM). 
41

 Widya Karomah, dkk., Implementasi Perizinan Usaha Pariwisata di Kabupaten Kebumen, 

Tahun 2020. 
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No Peneliti & Judul 
Fokus & 

Metode 

Temuan 

Utama 

Perbedaan dengan 

Penelitian Ini 

3 

Suhadi, dkk 

(2023): Kebijakan 

Penerbitan 

Perizinan 

Berusaha dalam 

Sektor Pariwisata 

Beresiko Setelah 

Berlakunya UU 

Cipta Kerja di 

Kabupaten Jember 
42

 

Yuridis 

Normatif 

(Kab. Jember) 

Kekosongan 

regulasi 

daerah 

(Perda) pasca 

UU Cipta 

Kerja. 

Penelitian ini bersifat 

normatif (studi 

dokumen). Penelitian 

saya menggunakan 

Yuridis Empiris 

untuk melihat 

realitas di lapangan. 

4 

Novikasari & 

Murti (2025): 

Perizinan Usaha 

Wisata Kawasan 

Karst Gunung 

Sewu: Diskresi 

Penataan Ruang 

dan Ancaman 

Lingkungan Hidup 
43

 

Konflik Tata 

Ruang & 

Diskresi 

Diskresi 

berlebihan 

mengancam 

kawasan 

lindung 

(Karst). 

Fokus pada tata 

ruang spesifik. 

Penelitian saya lebih 

luas pada sistem 

kepatuhan dan 

budaya hukum 

pelaku usaha. 

 

Kebaruan Penelitian (State of the Art) Berdasarkan pemetaan di atas, terlihat 

bahwa penelitian terdahulu umumnya terbagi dalam dua kutub yaitu fokus teknis 

pada sistem OSS-RBA (tanpa pendalaman aspek lingkungan) atau fokus pada 

konflik lingkungan (tanpa analisis mendalam mekanisme sistem baru OSS-RBA).  

Kesenjangan (Gap) yang diisi oleh penelitian ini adalah mengintegrasikan 

analisis implementasi sistem perizinan berbasis risiko (OSS-RBA) secara spesifik 

dengan instrumen perlindungan lingkungan hidup, yang dianalisis menggunakan 

pisau bedah gabungan Teori Sistem Hukum Friedman dan prinsip Good 

Governance. Studi kasus di Kabupaten Tanggamus menawarkan konteks unik 

daerah berkembang dengan potensi wisata alam tinggi namun menghadapi 

tantangan kapasitas penegakan hukum. 

 

                                                 
42

 Manan Suhadi, Ahmad Rihnu Erzal Wahyudi, dan Pyvico Fadera Garpy, Kebijakan Penerbitan 

Perizinan Berusaha dalam Sektor Pariwisata Berisiko Setelah Berlakunya UU Cipta Kerja di 

Kabupaten Jember, Jurnal Social Sciences and Humanities, Vol. 1, Tahun 2023, hlm. 24–30. 
43

  Siti Rahma Novikasari dan Aditya Khrisna Murti, Perizinan Usaha Wisata Kawasan Karst 

Gunung Sewu: Diskresi Penataan Ruang dan Ancaman Lingkungan Hidup, Jurnal Hukum dan 

Pembangunan, Vol. 55, No. 2, Tahun 2025. 
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2.9. Kerangka Teoritis 

Penelitian ini mendayagunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman 

untuk menganalisis efektivitas perizinan pariwisata, dengan menjabarkan 

bagaimana substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum memengaruhi 

tingkat kepatuhan pelaku usaha di Kabupaten Tanggamus. Selain itu, prinsip-

prinsip Good Governance digunakan untuk menilai tata kelola perizinan 

pariwisata melalui dimensi publikasi daftar izin di website sebagai masalah 

transparansi dan efektivitas pengawasan. Konsep perizinan dalam Hukum 

Administrasi Negara, pariwisata berkelanjutan, dan perlindungan lingkungan 

hidup melalui AMDAL, UKL‑UPL, dan SPPL berfungsi sebagai kerangka 

normatif untuk menilai apakah perizinan benar‑benar berperan sebagai instrumen 

preventif perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup di sektor pariwisata. 

Teori ini menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, efektivitas regulasi, 

dan partisipasi publik dalam tata kelola perizinan.
44

 

Sebagaimana telah diuraikan, penelitian ini mengintegrasikan Teori Sistem 

Hukum Friedman dan prinsip Good Governance sebagai satu model analisis yang 

utuh.Teori Friedman digunakan untuk membedah anatomi masalah hukum 

(mengapa hukum tidak efektif?), sementara prinsip Good Governance digunakan 

sebagai indikator atau parameter penilaian kualitas pelaksanaannya. 

1. Analisis Substansi Hukum (Legal Substance) via Indikator Kejelasan & 

Konsistensi 

Komponen ini menyoroti aturan itu sendiri. Dalam penelitian ini, 

substansi (UU Pariwisata, UU PPLH, Regulasi OSS) akan diuji apakah 

sudah konsisten, jelas, atau justru tumpang tindih sehingga 

membingungkan pelaku usaha dan aparat. 

2. Analisis Struktur Hukum (Legal Structure) via Indikator Akuntabilitas, 

Efektivitas, & Transparansi 

3. Komponen ini menyoroti institusi penegak hukum (DPMPTSP, Dinas 

Lingkungan Hidup). Kinerja struktur hukum akan dinilai berdasarkan 

prinsip Good Governance: Apakah proses izin transparan? Apakah 

                                                 
44
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pengawasan (overseeing) efektif? Apakah aparat akuntabel dalam 

menindak pelanggaran? 

4. Analisis Budaya Hukum (Legal Culture) via Indikator Partisipasi & 

Kesadaran Hukum 

Komponen ini menyoroti perilaku masyarakat (pelaku usaha wisata). 

Budaya hukum diukur dari tingkat partisipasi mereka dalam mengurus 

izin lingkungan dan persepsi mereka terhadap hukum (apakah dianggap 

beban atau kebutuhan). 

 

Untuk memastikan kerangka teoritis ini operasional, berikut disajikan tabel 

kerangka analisis: 

Tabel 2.2 Operasionalisasi Kerangka Teoritis 

Komponen 

Friedman 
Fokus Variabel Penelitian 

Prinsip Good Governance 

(Parameter Evaluasi) 

Substansi 

Hukum 

Regulasi OSS-RBA, Perda 

Tanggamus, Standar 

Lingkungan (AMDAL, UKL-

UPL dan SPPL). 

Kepastian Hukum 

Struktur 

Hukum 

Kinerja DPMPTSP, Dinas 

Pariwisata, Dinas LH (SDM, 

Anggaran, Koordinasi). 

Transparansi, Akuntabilitas, 

Efektivitas 

Budaya 

Hukum 

Kepatuhan pelaku usaha, 

persepsi terhadap izin, 

partisipasi masyarakat lokal. 

Partisipasi, Supremasi 

Hukum 

 

Dengan model integratif ini, analisis tidak akan melebar melainkan terstruktur 

untuk membuktikan apakah ketidakefektifan perlindungan lingkungan disebabkan 

oleh aturan yang buruk (Substansi), aparat yang tidak transparan/lemah (Struktur), 

atau resistensi masyarakat (Budaya). 
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3. BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Paradigma dan Posisi Penelitian 

Penelitian ini menempatkan hukum tidak hanya sebagai seperangkat aturan 

yang otonom, melainkan sebagai fenomena sosial yang bekerja dalam masyarakat. 

Oleh karena itu, paradigma yang digunakan adalah paradigma sosio legal (socio-

legal research). Posisi penelitian ini berangkat dari adanya kesenjangan (gap) 

antara idealitas hukum (das sollen) yang mewajibkan setiap usaha pariwisata 

memiliki izin lingkungan berbasis risiko (OSS-RBA), dengan realitas empiris (das 

sein) di Kabupaten Tanggamus di mana tingkat kepatuhan pelaku usaha masih 

rendah. Pendekatan ini dipilih untuk menjawab rumusan masalah mengenai 

efektivitas implementasi dan kendala penegakan hukum dengan melihat interaksi 

antara aturan, perilaku aparat, dan respons masyarakat. 

 

3.2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian 

hukum yuridis empiris (juridical empirical research). Dalam pelaksanaannya, 

penelitian ini menggabungkan dua elemen: 

1. Elemen Yuridis 

Mengkaji norma hukum positif (seperti aturan OSS-RBA dan UU PPLH) 

sebagai standar penilaian. 

2. Elemen Empiris 

Menelaah perilaku masyarakat dan kinerja birokrasi yang melembaga di 

Kabupaten Tanggamus. Pemilihan jenis ini bertujuan untuk menganalisis 

bagaimana norma hukum tersebut dipraktikkan, dipatuhi, atau justru 

dilanggar dalam tatanan sosial yang nyata. 
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3.3. Pendekatan Penelitian 

Untuk mendukung analisis yang komprehensif, penelitian ini menggunakan 

dua pendekatan yang saling melengkapi: 

 

3.3.1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Pendekatan ini digunakan untuk memetakan kerangka hukum positif yang 

menjadi tolok ukur. Penelaahan dilakukan terhadap hierarki regulasi mulai dari 

UUD NRI 1945 (Pasal 28H dan Pasal 33), UU No. 32 Tahun 2009 (PPLH), UU 

No. 10 Tahun 2009 (Kepariwisataan), Peraturan Pemerintah tentang OSS-RBA, 

hingga Perda Kabupaten Tanggamus No. 6 Tahun 2019. Tujuannya adalah 

mengidentifikasi kewajiban hukum (legal obligations) yang seharusnya dipatuhi 

oleh pelaku usaha dan kewenangan (authority) pemerintah daerah. Tujuan utama 

pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi kewajiban-kewajiban hukum (legal 

obligations) yang seharusnya dipatuhi oleh pelaku usaha, serta kewenangan 

(authority) yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Dengan memahami konstruksi 

hukum tersebut, penelitian ini dapat mengukur sejauh mana kesenjangan yang 

terjadi antara perintah undang-undang dengan implementasi senyatanya di 

lapangan. 

 

3.3.2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan konseptual digunakan sebagai pisau analisis untuk memahami 

ide-ide dan prinsip-prinsip hukum yang melatarbelakangi peraturan yang ada, 

khususnya ketika aturan tersebut tidak berjalan efektif di masyarakat. Dalam 

penelitian ini, terdapat tiga konsep teoritis yang didudukkan sebagai kerangka 

berpikir: 

1. Konsep Perizinan sebagai Instrumen Pengendalian 

Perizinan tidak dikonstruksikan sekadar sebagai prosedur administratif-

birokratis semata, melainkan sebagai instrumen yuridis preventif 

(preventive measure) untuk mengendalikan perilaku usaha. Analisis 

difokuskan pada pemahaman bahwa izin adalah alat rekayasa sosial 

untuk mencegah eksternalitas negatif terhadap lingkungan. 
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2. Konsep Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism) 

Konsep ini dijadikan landasan aksiologis untuk menilai arah kebijakan 

pariwisata di Kabupaten Tanggamus. Penekanan diberikan pada 

keseimbangan tripatrit: profitabilitas ekonomi, inklusivitas sosial, dan 

kelestarian ekologis. Konsep ini digunakan untuk menguji apakah praktik 

pariwisata yang berjalan saat ini sudah mengarah pada pelestarian jangka 

panjang atau eksploitasi jangka pendek. 

3. Konsep Penegakan Hukum Lingkungan 

Konsep ini dieksplorasi untuk membedah mekanisme pengawasan dan 

penerapan sanksi. Analisis diarahkan pada keterkaitan antara dokumen 

lingkungan (seperti UKL-UPL atau SPPL) dengan izin usaha, serta 

bagaimana konsep strict liability (tanggung jawab mutlak) atau sanksi 

administratif dipahami dan diterapkan oleh aparatur penegak hukum 

daerah. 

 

3.4. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. 

Pemilihan lokasi didasarkan pada pesatnya perkembangan pariwisata di wilayah 

ini yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, namun memiliki tingkat 

kepatuhan perizinan yang tercatat rendah. Fokus penelitian dilakukan pada 

instansi terkait (DPMPTSP, Dinas Pariwisata, DLH) serta observasi lapangan 

pada destinasi wisata sampel, khususnya Kawasan Wisata Mata Air Way Bekhak. 

 

3.5. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Data primer  

Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara. 

Penentuan informan dilakukan dengan teknik Purposive Sampling, yaitu 

memilih narasumber secara sengaja berdasarkan kriteria: (1) memiliki 

kewenangan/tugas terkait perizinan dan lingkungan, atau (2) terlibat 

langsung dalam aktivitas pariwisata. Berikut adalah rincian informan 

dalam penelitian ini: 
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Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian 

No. 
Kategori 

Informan 
Instansi/Peran 

Est. 

Jumlah 

Alasan Pemilihan 

(Kriteria) 

1 
Pejabat 

Kebijakan 

DPMPTSP Kab. 

Tanggamus 

2 

Orang 

Berwenang dalam 

penerbitan izin dan 

verifikasi 

administratif sistem 

OSS-RBA. 

2 
Pejabat 

Teknis 

Dinas Pariwisata & 

Kebudayaan 

2 

Orang 

Memiliki data 

pembinaan destinasi 

wisata dan 

pengawasan 

operasional 

pariwisata. 

3 
Pejabat 

Pengawas 

Dinas Lingkungan 

Hidup (DLH) 

2 

Orang 

Berwenang dalam 

penilaian dokumen 

lingkungan (UKL-

UPL atau SPPL) dan 

pengawasan dampak 

lingkungan. 

4 
Pelaku 

Usaha 

Pengelola Wisata 

(Way Bekhak & 

Lainnya) 

3 

Orang 

Subjek hukum yang 

diwajibkan memiliki 

izin; untuk 

mengetahui kendala 

kepatuhan. 

5 Masyarakat 
Pokdarwis / Warga 

Sekitar 

2 

Orang 

Pihak yang merasakan 

dampak langsung 

lingkungan dari 

aktivitas pariwisata. 

 

2. Data sekunder 

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari:  

a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, 

sebagai landasan hukum nasional mengenai sektor pariwisata.  

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai payung hukum utama 

dalam pengelolaan lingkungan.  

c. Peraturan Pemerintah yang relevan sebagai aturan pelaksana dari 

kedua undang-undang tersebut, terutama yang mengatur tentang 

perizinan usaha pariwisata dan instrumen lingkungan hidup seperti 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya 
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Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-

UPL). 

d. Peraturan Menteri terkait yang memberikan detail teknis mengenai 

perizinan dan standar lingkungan. dan  

e. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus nomor 6 tahun 2019 

tentang pengembangan terpadu kepariwisataan Kabupaten 

Tanggamus yang mengatur tentang perizinan pariwisata serta 

kebijakan lingkungan hidup.  

f. Jurnal ilmiah, buku, arsip perizinan, dan laporan instansi terkait.   

 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Studi Pustaka 

Teknik ini digunakan untuk menelaah dokumen fisik maupun digital, 

seperti salinan Izin Usaha, dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL 

atau SPPL), serta data statistik kepatuhan. Tujuannya adalah 

memverifikasi apakah substansi hukum (legal substance) sudah 

terintegrasi dalam administrasi pemerintahan. 

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur. Pedoman wawancara 

disusun berdasarkan operasionalisasi Teori Sistem Hukum Friedman dan 

prinsip Good Governance sebagaimana diuraikan. Kisi-kisi Instrumen 

Wawancara: 

a Aspek Struktur Hukum (Legal Structure) 

Ditanyakan kepada DPMPTSP, DLH, dan Dinas Pariwisata terkait 

koordinasi antar-dinas, ketersediaan anggaran pengawasan, 

kompetensi SDM dalam mengoperasikan OSS-RBA, dan transparansi 

proses perizinan. 

b Aspek Substansi Hukum (Legal Substance) 

Ditanyakan mengenai kejelasan regulasi daerah, kendala teknis dalam 

penerapan klasifikasi risiko (KBLI) di lapangan, dan kesesuaian SOP 

dengan aturan pusat. 
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c Aspek Budaya Hukum (Legal Culture) 

Ditanyakan kepada pelaku usaha dan masyarakat mengenai 

pengetahuan mereka tentang kewajiban izin, persepsi terhadap fungsi 

izin lingkungan (apakah dianggap beban atau kebutuhan), serta 

partisipasi masyarakat dalam pengawasan. 

3. Studi Dokumentasi 

Mengumpulkan dokumen-dokumen seperti: 

a. Izin usaha pariwisata 

b. Peraturan daerah (Perda) 

c. Surat keputusan (SK) pejabat terkait 

d. Dokumen lingkungan seperti UKL-UPL atau AMDAL. 

Untuk memahami sejauh mana perlindungan lingkungan terintegrasi 

dalam perizinan pariwisata, khususnya untuk studi kasus dikawasan 

wisata Way Bekhak, sangat penting untuk mencari dan 

menganalisis dokumen lingkungan seperti Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan 

Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), atau Surat 

Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 

Hidup (SPPL). Dokumen-dokumen ini, yang disesuaikan dengan tingkat 

risiko dan skala usaha pariwisata sumber mata air (AMDAL untuk risiko 

tinggi, UKL-UPL untuk menengah, SPPL untuk risiko rendah), 

adalah bukti konkret bahwa aspek lingkungan sudah dipertimbangkan 

sejak awal proses perizinan. 

4. Observasi Lapangan 

Observasi dilakukan dengan mengamati kondisi fisik di lokasi wisata 

(khususnya Way Bekhak). Fokus observasi meliputi: 

a. Ketersediaan fasilitas pengelolaan limbah/sampah. 

b. Pemasangan papan informasi atau rambu peringatan lingkungan. 

c. Dampak visual aktivitas wisata terhadap kondisi mata air atau 

lingkungan sekitar. 
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3.7. Teknik Analisis Data 

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan 

model interaktif Miles dan Huberman, melalui tahapan: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data kasar 

dari catatan lapangan. Tahap ini meliputi kegiatan menajamkan, 

menggolongkan, dan membuang data yang tidak perlu untuk 

mengorganisasikan informasi. Data hasil wawancara dan observasi akan 

dikelompokkan menggunakan teknik coding yang mengacu pada variabel 

teori. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Menyajikan data yang telah terorganisir dalam bentuk teks naratif yang 

sistematis, didukung dengan tabel atau matriks (seperti tabel 

perbandingan data OSS dengan fakta lapangan) untuk memudahkan 

pemahaman pola masalah. 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing) 

Menarik kesimpulan dengan menjawab rumusan masalah. Analisis 

dilakukan dengan membandingkan das sollen (pendekatan perundang-

undangan) dengan das sein (temuan lapangan), lalu dijelaskan 

menggunakan Teori Sistem Hukum Friedman untuk menemukan akar 

penyebab ketidakefektifan. 

 

3.8. Validitas dan Reliabilitas Data 

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik 

Triangulasi: 

1. Triangulasi Sumber 

Membandingkan dan mengecek balik informasi yang diperoleh dari 

perspektif yang berbeda. 

2. Triangulasi Metode 

Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen tertulis dan hasil 

observasi fisik di lapangan. 
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3. Member Check 

Jika diperlukan, peneliti akan mengonfirmasi kembali rangkuman hasil 

wawancara kepada informan kunci untuk memastikan akurasi 

interpretasi. sehingga bagaimana triangulasi dilakukan antara data OSS, 

wawancara DPMPTSP, dan observasi di Way Bekhak; ringkas teori 

umum 
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5. BAB V 

 PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perizinan Pariwisata 

sebagai Instrumen Perlindungan dan Pengendalian Lingkungan Hidup di 

Kabupaten Tanggamus, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi Perizinan Berbasis Risiko Belum Efektif Implementasi 

perizinan pariwisata berbasis risiko di Kabupaten Tanggamus belum 

efektif berfungsi sebagai instrumen pengendalian lingkungan hidup. Hal 

ini dibuktikan dengan tingkat kepatuhan yang sangat rendah, di mana 

hanya 7,7% (4 dari 52 destinasi) yang memiliki izin lengkap. Kegagalan 

fungsi preventif ini berdampak pada tidak terkendalinya degradasi fisik 

dan potensi pencemaran air di kawasan sensitif, sebagaimana terjadi pada 

studi kasus Kawasan Wisata Mata Air Way Bekhak yang beroperasi 

tanpa dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL atau SPPL). 

2. Kegagalan Penegakan Hukum Akibat Lemahnya Struktur dan Budaya 

Hukum Kendala penegakan hukum administrasi merefleksikan kegagalan 

prinsip Good Governance, khususnya pada struktur hukum yang ditandai 

dengan lemahnya koordinasi antarinstansi (DPMPTSP, Dinas Pariwisata, 

dan DLH) serta minimnya anggaran pengawasan yang menyebabkan 

pengawasan bersifat pasif. Dari aspek budaya hukum, kegagalan ini 

dipicu oleh rendahnya kesadaran pelaku usaha yang masih menganggap 

perizinan sebagai beban administratif semata dan adanya kecenderungan 

manipulasi data (self-assessment) pada sistem OSS-RBA untuk 

menghindari kewajiban perlindungan lingkungan. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka 

penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Tanggamus  

a. Disarankan segera membentuk "Satgas Percepatan Perizinan" yang 

bertugas melakukan pendampingan sistem "jemput bola" langsung 

ke lokasi destinasi wisata. Langkah ini krusial untuk membantu 

pelaku usaha dalam mengurus perizinan melalui OSS-RBA dan 

penyusunan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL atau SPPL), 

terutama bagi pengelola di desa dengan kapasitas teknologi yang 

rendah.  

b. Menguatkan fungsi pengawasan melalui audit lapangan berkala yang 

terintegrasi dengan data OSS-RBA. Pemerintah daerah perlu 

menerapkan sanksi administratif secara konsisten dan bertahap, 

mulai dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, 

hingga pencabutan izin terhadap pelanggaran berat yang merusak 

lingkungan. 

2. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus 

Perlu menginisiasi penyusunan Peraturan Daerah (Perda) khusus tentang 

Tata Kelola Wisata Desa/Pekon. Regulasi ini diharapkan dapat 

memadukan kesederhanaan prosedur perizinan bagi usaha mikro dengan 

tetap mewajibkan standar minimal dokumen lingkungan, guna menjaga 

kelestarian kawasan sensitif seperti mata air dan pesisir. 

3. Bagi Pelaku Usaha Pariwisata Diharapkan dapat mengubah cara pandang 

(mindset) bahwa perizinan dan dokumen lingkungan bukan sekadar 

kewajiban administratif yang memberatkan, melainkan sebagai bentuk 

investasi perlindungan usaha jangka panjang dari risiko penutupan paksa, 

sanksi hukum, serta penolakan dari wisatawan yang kini semakin peduli 

terhadap isu kelestarian lingkungan. 
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